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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

bismillahirohmanirohim

segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada allah swt
atas rahmat, taufiq, dan hidayah yang sudah diberikan sehingga kami
bisa menyelesaikan buku tentang “Pengaruh Implementasi
Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perkawinan Antar Warga
Negara, di Dalam Pembangunan Perekonomian, Sosial, Budaya di
Kabupaten Indramayu”.

kami mohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi,
kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait
“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap
Perkawinan Antar Warga Negara, di Dalam Pembangunan
Perekonomian, Sosial, Budaya di Kabupaten Indramayu”. kami
sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja
keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari
buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber
lainnya. ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami
di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data,
pemilihan contoh, dan lain-lain. maka dari itu, kami mengucapkan
banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum
maupun ketika menulis buku panduan ini.

kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak
belum bisa dikatakan sempurna. maka dari itu, kami meminta
dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami
bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang
tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani
kelahiran buku ini. semoga allah swt membalas kebaikan anda-anda

semua. selamat membaca dan semoga bermanfaat.

billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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BAB
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan antar Warga Negara (Campuran) termasuk
masalah RUMAH TANGGA yang banyak mengandung
persoalan-persoalan sosial yang yuridis demikian menurut
Dr.Rebecca Liswood dalam bukunya “first Aid for The Happy
Marriage” selanjutnya menurut doctor yang berpengalaman
dan khususnya diri dalam bidang perkawinan ini, sesuai
pengalaman yang dalam bidang tersebut mengatatakan.
“Bahwa sangat sukar sekali menyakinkan generasi muda untuk
merenungkan secara hakiki tentang perkawinan dengan berbeda agama
dimana mereka senantiasa akan menghadapi persoalan-persoalan yang
sungquh menegangkan dan menentukan. Generasi muda senantiasa
menolak dan selanjutynya meyakinkan dirinya bahwa cinta akan dapat
megatasi segala-galanya”

Selanjutnya Rebecca menyitir ucapan “Colley Cibber”
yang berbuny :
“Betapa banyaknya penderitaan yang terdapat dalam lingkaran kecil
cincin perkawinan.”
Demikian juga antara lain alasan kenapa, Agama Islam yang
diturunkan paling akhir bertujuan untuk memberi petunjuk kepada
ummat manusia jalan yang lurusyang dapat mendatangkan
kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka baik di dunia maupun di
akhirat kelak.

Karenanya Agama Islam ini tidak menyuruh atau
menganjurkan sesuatu itu jika tidak akan mendatangkan faedah



BAB

TINJAUAN
PUSTAKA

A. Teori Pemerintahan
1. Ilmu Pemerintahan

Koswara (1999 : 6) menjelaskan bahwa Pemerintah
adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai
fungsi untuk melakukan upaya guna mencapai tujuan
negara. Pengertian pemerintah disini dilihat dari aspek
statika.

Selanjutnya diuraikan lebih lanjut oleh Koswara

(1999:6) bahwa selain pemerintah ada yang dinamakan
pemerintahan.
“Pemerintahan bisa diartikan dalam arti luas dan sempit.
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan publik
yang meliputi bidang-bidang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam
arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan badan pubik yang
hanya meliputi bidang eksekutif saja.”

Dari uraian di atas dapat disimpulan bahwa Ilmu
Pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang secara mandiri
menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana
pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara
internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan
negara.

Menurut Arthur Mass dalam Koswara, (2001 : 7)
hampir di setiap Negara Bangsa (Nation State) dalam upaya
mencapai tujuan Negara, dianut pembagian kekuasaan :
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BAB

A.

50

METODOLOGI
PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian
survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu
populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengukur
data pokok. Penelitian jenis ini digunakan untuk maksud (1)
penjajagan  (eksploratif); (2) deskriptif eksplanatory dan
confirmatory, yakni menjelaskan hubungan kausal dari
pengajuan hipotesis; (3) evaluasi; (4) prediksi; (5) penelitian
operasional; dan (6) pengembangan indikator sosial. Atas dasar
tersebut, penelitian ini masuk ke dalam deskriptif eksplanatory
dan confirmatory, karena menggunakan desain, instrumen dan
skala pengukuran data yang diakhiri dengan teknik analisis data
kuantitatif.

Model Penelitian

Sesuai dengan Desain Penelitian yang digunakan, maka
model penelitian ini menggunakan model regresi linier
sederhana dan berganda seperti yang dijabarkan pada skema di
bawah ini :



BAB HASIL

PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN
A. Pemerintah Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu, adalah salah satu kabupaten di
Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Indramayu
yang merupakan pusat pemerintahan, sedangkan titik
keramaian justru berada di kecamatan Jatibarang dan
Haurgeulis, hal ini dikarenakan di Jatibarang terdapat pusat
Pasar dan memiliki akses yang mudah seperti Jalur Pantura dan
Stasiun Kereta Api, hal yang sama juga terjadi untuk Kecamatan
Haurgeulis meski tak dilewati secara langsung oleh Jalur
Pantura, namun Kecamatan ini dilalui oleh Jalur Kereta Api.
Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten
Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten
Sumedang di Selatan, serta Kabupaten Subang di barat.

Kabupaten Indramayu terdiri atas 33 kecamatan, yang
dibagi lagi atas sejumlah 315 desa dan kelurahan. Pusat
pemerintahan berada di Kecamatan Indramayu. Hari jadi
Kabupaten Indramayu ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1527.

Indramayu dilintasi jalur pantura, yakni jalur utama dan
terpadat di Pulau Jawa, terutama pada musim mudik lebaran.
Kabupaten ini juga dilintasi oleh jalur kereta api lintas utara
Pulau Jawa, dengan salah satu stasiun terbesarnya adalah
Stasiun Jatibarang yang berada di kota Jatibarang, sekitar 19 km
ke selatan dari pusat Kota Indramayu.
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BAB TUJUAN PERSYARAT

DAN PROSEDUR
PERKAWINAN ANTAR
NEGARA DI INDONESIA

Dalam melaksankan Perakwinan antar Warga Negara di
Kabupaten Indramayu, tentunya tidak terlepas dari Undang-
undang Dasar 1945, Perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974
Pasal 57-62), Peraturan Pemerintahan, (PP No. 9 Tahun 1975 Pasal
2-9); Peraturan Menteri Agama (PMA No. 2 Tahun 1990) dan
Peraturan Presiden (Perpres No.25/2008 (Pasal 73);

Adapun salah satu tujuan utama terjadinya Pernikahan antar
Warga Negara (WNI) dan WNA) diantarnya karena Kesejahteraan
ekonomi, dimana pada umumnya kesejahteraan ekonomi suatu
Negara, bangsa dan masyarakat identik sekali dengan tingkat
ekonominya yang kuat serta tatanan sosial yang tinggi, hal ini
sesuai dengan pendapat Thomas dkk. (2005:15) menyampaikan
bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di
representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh
terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik,
perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan
produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan
dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan
menengah kebawah.

Sejalan dengan uraian diatas, Koentjaraningrat (1983)
menyatakan bahwa ada tujuh unsur yang terdapat dalam
kebudayaan, yaitu:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan
3. Sistem pengetahuan
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Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal
Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between
Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research
Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); Government Handling
and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East
African Scholar Journal of Education and Literature, 2020);
Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of
Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of
Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare,
(International Journal of Mechanical and Production engimeering
Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective
of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema
Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good
Governance in the Management of Village-owned Enterprise:
Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social
Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of
Village-Owned Enterpreses, (Artech Journal of Current Business
and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of
Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-
based Losencing Service, (Solid State Technology Archives
Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha
milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang
berdasarkan prinsip government judgement rule
http:/ /jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa, 2021)

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim
Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun
1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu
(lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP
Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH
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Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi
Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM
di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College
Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun
1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free
Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di
PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta
tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998,
Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN
Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996,
dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain
My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020,
Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE) di International
Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020,
Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020,
Implementasi  System Thinking dalam Pengadaan Barang/]Jasa
Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi
Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa
Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam
Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi
Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai
Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu
(Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun
2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di
LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di
BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di
BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di
LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa
Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan &
Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang &
Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020,
Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14
Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020,
Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan
Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di
LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 &
Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020,
Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita
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Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan
Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia
(SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 Awarness, Understanding &  Implementing  Quality
Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan &
Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan
Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14
Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020,
Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan
Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di
LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
“How to Perform While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian
Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun
2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa
di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui
Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020,
Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku
Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018
bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada
Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah
Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020,
Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun
2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun
2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master
NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan
Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 &
Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer
(TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di
BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di
BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-
KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas
tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-
Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di
LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative
Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,
Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM
International KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan
tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di
SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu
tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen
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STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol
Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia
Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun
2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun
2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal
Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga
Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua
Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert
Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh
Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun
2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan
Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang,
Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan
Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di
Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT.
Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d
Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak
+62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga
bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas
Muhammadiyah Makassar, JI. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.
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